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ABSTRAK  

 

NYONG UMAR.2024. Pengaruh Kebijakan Pengalokasian Anggaran dan 

Pengadaan Pemaketan Barang / Jasa Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Usaha Mikro Kecil Menengah  di Kota Ternate, dibawah bimbingan Amran 

Husen dan Jufri Jacob. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai regulator 

pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuka peluang besar kepada UMKM 

untuk dapat berkembang. Hal itu tercantum dalam amanat Peraturan Presiden No. 

16 Tahun 2018, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM. Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) telah terbukti memberikan sumbangan yang tidak sedikit 

terhadap PDB Indonesia. Belanja barang/jasa pemerintah terhadap produk 

UMKM sebesar 40 persen, sehingga peran UKM harus terus diupayakan sehingga 

pertumbuhannya terus meningkat. Salah satu upayanya adalah instansi pemerintah 

harus meningkatkan anggaran dan paket-paket kegiatan pengadaan barang/jasa 

untuk dilakukan pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan 

antara anggaran dan paket pengadaan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota 

Ternate. Dengan menggunakan data sekunder Rencana Umum Pengadaan 

(SIRUP)  PD Kota Ternate yang ditayangkan dalam  Sistem Rencana Umum 

Pengadaan Barang/Jasa(SIRUP) LKPP, dan data UMKM dari Dinas Koperasi 

UMKM Kota Ternate. Metode analisis data adalah analisis kuantitatif regresi 

berganda menggunakan Software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah anggaran dan paket-paket pengaaan barang/jasa melalui mekanisme 

Tender berpengaruh positif, sementara jumlah anggaran dan paket-paket 

pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Swakelola berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan UMKM. 

Kata Kunci: Pengadaan, Tender,Swakelola, Anggaran, Paket, UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




